
 

 

 

 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Karakteristik Responden 

 

 

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah membuat KTP pada 

bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 di Kabupaten Pesawaran. Yaitu 

di Desa Bagelen, Wiyono, Kota Agung, dan Margo Rejo. Adapun jumlah 

responden dalam penelitian ini berjumlah 149 orang. Pada awalnya responden 

berjumlah 156, setelah diedit ada 7 (tujuh) responden yang tidak digunakan 

karena tidak bersedia mengisi kuesioner yang diberikan.   

 

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar dapat diketahui identitas responden 

sebagai informasi penulis untuk mengolah data. Adapun karakteristik responden 

dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan desa tempat tinggal, umur, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. 

 

1. Desa Tempat Tinggal 

 

 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 149 orang terdiri dari: 24 orang di Desa 

Bagelen, 31 orang di Desa Wiyono, 60 orang di Desa Kota Agung dan 34 orang di 

Desa Margo Rejo.  Karakteristik responden berdasarkan desa tempat tinggal dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 6. Keadaan Responden Menurut Desa Tempat Tinggal 

Nama Desa Frekuensi Persentase 

Bagelen 24 16,1 

Wiyono 31 20,8 

Kota Agung 60 40,3 

Margo Rejo 34 22,8 

Total 149 100 

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuesioner. 2010 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden terbanyak dalam penelitian 

ini berasal dari Desa KotaAgung yaitu sebanyak 60 orang atau sekitar 40,3 %. 

Sedangkan responden paling sedikit berasal dari Desa Bagelen yaitu sebanyak 24 

orang atau sekitar 16,1 %. Dengan demikian responden yang bertempat tinggal di 

Kota Agung adalah responden terbanyak dalam penelitian ini.  

 

2. Umur Responden 

 

 

Umur responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini beragam yaitu     

berkisar antara umur 25 sampai 50 tahun ke atas.  Jumlah responden berdasarkan 

kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:   

Tabel 7. Keadaan Responden Menurut Kelompok Umur 

Kelompok Umur Frekuensi Persentase 

25 – 29 22 14,8 

30 – 34 27 18,1 

35 – 39 22 14,8 

40 – 44 20 13,4 

45 – 49 25 16,8 

≥ 50 33 22,1 

Total 149 100 

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuesioner. 2010 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 149 responden, sebanyak 33 

orang atau sekitar 22,1% berusia lebih dari 50 tahun sebagai responden terbanyak 
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dalam penelitian ini, dan sebanyak 20 orang atau sekitar 13,4 % berusia 40 – 44 

tahun.  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok umur lebih dari 50 

tahun menduduki urutan teratas, yaitu 33 orang atau sekitar 22,1 %. Kelompok 

umur 30 - 34 sebanyak  27 orang atau sekitar 18,1 %. Kelompok umur 45 – 49 

sebanyak 25 orang atau sekitar 16,8 %. Kelompok umur 35 – 39 sebanyak 22  

atau sekitar 14,8 %.  Kelompok umur 25 – 29 tahun sebanyak 22 orang atau 

sekitar 14,8 %.  Kelompok umur 40 – 44 sebanyak 20 orang atau sekitar 13,4 %.    

 

3. Jenis Kelamin 

 

 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 149 orang yang terdiri atas laki-laki 

dan perempuan. Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 8. Keadaan Responden Menurut Kelompok Umur 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 118 79,2 

Perempuan 31 20,8 

Total 149 100 

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuesioner. 2010 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 149 responden dalam penelitian 

ini adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 118 orang atau sekitar 79,2 %, 

sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 31 orang atau 

sekitar 20,8 %. Dengan demikian responden berjenis kelamin laki-laki lebih 

banyak dari pada responden berjenis kelamin perempuan. 
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4. Pendidikan Responden 

 

 

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 9. Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

 Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase 

SD 36 24,2 

SMP 45 30,2 

SMA 57 38,3 

Diploma 7 4,7 

Sarjana 4 2,7 

Total 149 100 

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuesioner. 2010 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki 

pendidikan atau tamatan SMA yaitu sebanyak 57 orang responden atau sekitar 

38,3 %.  Sedangkan sisanya yaitu 45 orang atau sekitar 30,2 % tamatan SMP, 36 

orang atau sekitar 24,2 % berpendidikan SD, 7 orang atau sekitar 4,7% 

berpendidikan Diploma dan 4 orang responden atau sekitar 2,7% adalah tamatan 

Sarjana (S 1). 

 

5. Pekerjaan Responden 

 

 

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan mata pencaharian atau 

pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 10. Keadaan Responden Menurut Pekerjaan  

Pekerjaan Utama Frekuensi Persentase 

PNS 10 6,7 

Pegawai Swasta 4 2,7 

Wiraswasta 52 34,9 

Petani 68  45,6 

Lainnya 15 10,1 

Total 149 100 

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuesioner. 2010 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar jenis pekerjaan 

responden adalah petani yaitu sebanyak 68 orang atau 45,6%. Hal ini dikerenakan 

sebagian besar penduduk di empat desa tersebut bermata pencaharian sebagai 

petani.  Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 52 orang responden atau 34,9% 

merupakan wiraswasta, sebanyak 15 orang responden atau 6,7% memiliki 

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan buruh (lainnya), sebanyak 10 orang 

responden atau sekitar 6,7% adalah PNS dan sebanyak 4 orang responden atau 

sekitar 2,7% merupakan pegawai swasta. 

 

B. PEMBAHASAN 

 

Kabupaten pesawaran resmi menjadi kabupaten baru atau daerah otonomi baru 

(DOB) pada tanggal 2 November 2007.  Secara de jure tertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Pesawaran. Sebagai kabupaten yang baru saja dimekarkan atau 

memiliki otonomi untuk mengelola potensi daerah sendiri, pemerintah setempat 

bermitra dengan stakeholder dan masyarakat dituntut untuk memberikan 

pelayanan prima, yaitu pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).   

 

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 (dua) tertulis,  

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:  

1. Dokumen kependudukan  

2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

3. Perlindungan atas data pribadi 

4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen  
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5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

atas dirinya dan keluarganya 

6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam 

pendaftaran 

 

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pesawaran dijelaskan:  

”latar belakang dibentuknya kabupaten pesawaran adalah untuk 

memperlancar tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta untuk 

meningkatkan pelayanan publik dalam berbagai bidang atau sektor.  

Dengan dibentuknya kabupaten pesawaran diharapkan semakin 

meningkatnya pelayanan publik, khususnya dalam pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP)”.  

 

Hanif Nurcholis (2005:175) mengatakan:  

”pelayanan pemerintahan daerah merupakan tugas dan fungsi utama 

pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan tugas utama 

pemerintah secara umum, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat. 

Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka 

pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut 

terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.  

 

 

Lebih lanjut Hanif Nurcholis (2005:175-176) mengatakan pelayanan publik 

adalah:  

”pelayanan yang diberikan kepada negara dan perusahaan milik negara 

kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka 

menciptakan kesejahteraan masyarakat.” 

 

Kemudian Hanif Nurcholis (2005:178) mengatakan layanan publik adalah:  

 

”Pelayanan yang diterima oleh semua orang tanpa seorangpun 

dikecualikan dalam pelayanannya seperti KTP, IMB, SIM, sertifikat tanah, 

laporan kehilangan, surat keterangan, izin, atau surat-surat keterangan”.  
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Untuk menihat sejauh mana kualitas layanan pembuatan KTP pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum dan setelah pemekaran, sesuai 

dengan pendapat Vicent Gosperz dalam Moenir (1992:125), kualitas pelayanan 

publik dapat diukur dengan 9  (sembilan) indikator yaitu:  

a. Kepastian waktu pelayanan, yaitu adanya kepastian waktu dalam 

pemberian pelayanan sesuai dengan ketetapan. 

b. Ketepatan waktu pelayanan, yaitu berkaitan dengan waktu proses atau 

penyelesaian permohonan pelayanan, apakah tepat sesuai dengan 

kesepakatan pemberi dan penerima pelayanan.  

c. Akurasi pelayanan, yaitu berkaitan dengan realita dalam pemberian 

pelayanan yaitu terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal 

penulisan atau pengetikan permohonan yang telah diajukan sebelumnya.  

d. Kesopanan dan keramahan petugas pemberi layanan, yaitu mencerminkan 

perilaku pegawai dalam pemberian pelayanan. 

e. Tanggung jawab dalam penerimaan pesan atau permintaan pelayanan, 

yaitu pemberi pelayanan bersedia memperbaiki bila terjadi kesalahan 

dalam pemberian pelayanan serta petugas yang ada tidak saling lempar 

tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

f. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, yaitu berkaitan dengan 

ketersedian perangkat penunjang pelayanan yang memadai, seperti mesin  

tik, komputer dan lain sebagainya. 

g. Kemudahan mendapat pelayanan, yaitu kemudahan dalam administrasi 

dan jumlah petugas yang melayani. 

h. Variasi model pelayanan, yaitu berkaitan dengan banyaknya variasi model 

pelayanan yang diberikan.  

i. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, yaitu berkaitan dengan 

tempat pelayanan. 

 

 

Berikut ini adalah tanggapan responden yang berjumlah 149 orang mengenai 

pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disducapil) dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum dan setelah 

pemekaran.    
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1. Tanggapan responden mengenai lama waktu yang dibutuhkan petugas       

    untuk membuat KTP sebelum dan sesudah pemekaran 

 

 

Sebanyak 149 orang atau 100% mengatakan lamanya waktu yang diperlukan 

aparat untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum dan setelah 

pemekaran adalah tidak lebih dari 14 hari. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 11. Tabel lama waktu yang dibutuhkan petugas untuk membuat KTP sebelum 
pemekaran dengan setelah pemekaran  

Sebelum  
Pemekaran 

Setelah Pemekaran 
Total 

1 s.d. 14 hari 

1 s.d. 14 hari 149 
(100%) 

149 
(100%) 

Total 
149 

(100%) 
149 

(100%) 

Sumber: Olah data primer, April 2010 

 

 

Mengenai lamanya waktu yang diperlukan aparat Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran untuk menyelesaikan pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Bapak Masykur Hasan selaku Sekretaris Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran pada tanggal 7 Maret 

2010 Pukul 10.00 WIB mengatakan:  

“untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran 

memberlakukan aturan pembuatan KTP tidak lebih dari 14 hari. Tapi, 

secara umum KTP dapat diselesaikan tidak lebih dari 14 hari. Jika 

memang terjadi keterlambatan atau tidak tepat waktu dalam pembuatan 

KTP, hal itu dikarenakan kehabisan blanko KTP”. 

 

 

Berdasarkan pendapat dari 149 orang responden dan wawancara dengan Bapak 

Masykur Hasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian waktu 

pelayanan sudah adanya kepastian waktu dalam pemberian pelayanan sesuai 



 52 

dengan ketetapan yang berlaku. Ketepatan waktu pelayanan pun telah tepat sesuai 

dengan kesepakatan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.  

 

2. Tanggapan responden mengenai biaya yang dikeluarkan untuk membuat   

    KTP sebelum dan setelah pemekaran 

 

 

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai biaya yang dikeluarkan untuk 

membuat KTP sebelum dan setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 12. Tabel Biaya yang Dikeluarkan untuk Membuat KTP Sebelum Pemekaran 
dengan Setelah Pemekaran 
 

Biaya Sebelum Setelah Total 

Lebih dari 30 ribu 1 
(0,7%) 

2 
(1,3%) 

3 
(2%) 

11 s.d 30 ribu 22 
(14,8%) 

124 
      (83,2%) 

146 
(98%) 

Total 23 126 149 
(100%) 

Sumber: Olah data primer, April 2010 
 
 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil 

di Kabupaten Pesawaran Pasal 4 (empat) dijelaskan:  

“untuk penggantian biaya cetak KTP sebesar Rp 10.000,-“.   

 

Namun berdasarkan tanggapan responden sebanyak 149 orang atau 100% 

mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat KTP yaitu diatas Rp 11.000.  

Hal itu jelas melanggar peraturan yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan pembuatan KTP dilihat dari indikator biaya  dikategorikan buruk.     
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3. Tanggapan responden mengenai kesalahan pengetikan KTP sebelum dan  

   Setelah pemekaran  

 

 

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai akurasi pelayanan, yaitu 

berkaitan dengan realita dalam pemberian pelayanan yaitu terbebas dari 

kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan atau pengetikan 

permohonan yang telah diajukan sebelumnya sebelum dan setelah pemekaran 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 13. Tabel Kesalahan Pengetikan  KTP Sebelum Pemekaran dengan Setelah 
Pemekaran 
 

Kesalahan 
Pengetikan 

Sebelum Setelah Total 

Ada tapi sedikit 
kesalahan 

100 
(67,1%) 

8 
(15,4%) 

108 
                  (72,5%)                   

Tidak ada kesalahan 3 
(14,8%) 

38 (25,5%) 
 

41 
(27,5%) 

Total 103 46 149 

Sumber: Olah data primer, April 2010 

 

 

Selain itu berdasarkan data hasil wawancara dengan salah satu responden  bahwa 

dalam pembuatan KTP responden terdapat sedikit kesalahan dalam pengetikan 

yaitu kealahan dalam pengetikan nama. Dan beberapa responden lainnya 

mengelami kesalahan dalam pengetikan alamat.  Meskipun ada kesalahan tapi 

kesalahan tersebut tidak fatal. Sehingga dapat disimpulkan akurasi pelayanan 

masuk kategori sedang.  

 

4. Tanggapan responden mengenai kesopanan dan keramahan petugas  

    sebelum dan setelah pemekaran  

 

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai kesopanan dan keramahan 

petugas pemberi layanan, yaitu mencerminkan perilaku pegawai dalam pemberian 

pelayanan sebelum dan setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 14. Tabel Sikap Petugas dalam Melayani Pembuatan KTP Sebelum Pemekaran 
dengan Setelah Pemekaran  

Sebelum  
Pemekaran 

Setelah Pemekaran 
Total 

Sopan dan Ramah 

Sopan dan 
Ramah 

149 
(100%) 

149 
(100%) 

Total 
149 

(100%) 
149 

(100%) 

Sumber: Olah data primer, April 2010 

 

 

Ukuran kesopanan dan keramahan dalam pemberian pelayanan dapat dilihat 

dalam banyak hal, yaitu kesabaran dalam memberikan pelayanan, kelembutan 

pada saat menanyakan sesuatu dan raut wajah yang bersahabat pada saat 

masyarakat menggunakan jasa pelayanan pembuatan KTP.  Sebanyak 149 orang 

atau 100% mengatakan petugas telah menunjukkan kesopanan dan keramahan 

pada saat melayani masyarakat. Maka dapat disimpulkan indikator kesopananan 

dan keramahan petugas dikategorikan baik.  

 

5. Tanggapan responden mengenai kesediaan petugas dalam melayani  

    Pembuatan KTP sebelum dan setelah pemekaran 

 

 

Kesedian petugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat membuktikan 

petugas bertanggung jawab terhadap tugas mereka.Tanggung jawab dalam 

penerimaan pesan atau permintaan pelayanan, yaitu aparat pemberi pelayanan 

bersedia memperbaiki bila terjadi kesalahan dalam pemberian pelayanan serta 

petugas yang ada tidak saling lempar tanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 15. Tabel Kesediaan Petugas dalam Melayani Pembuatan KTP Sebelum 
Pemekaran dengan Setelah Pemekaran  

Sebelum  
Pemekaran 

Setelah Pemekaran 
Total 

Bersedia 

Bersedia 149 
(100%) 

149 
(100%) 

Total 
149 

(100%) 
149 

(100%) 

Sumber: Olah data primer, April 2010 
 

 

Seluruh responden yaitu sebanyak 149 orang atau sekitar 100% sebelum dan 

setelah pemekaran mengatakan petugas bersedia melayani masyarakat ketika 

membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP).  Kesediaan petugas tidak berlawanan 

dengan pendapat Hanif Nurcholis (2005:175) mengatakan: 

“pelayanan pemerintahan darah merupakan tugas dan fungsi utama 

pemerintah daerah”. 

 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dilihat dari indikator kesediaan 

petugas dikategorikan baik.  

 

6. Tanggapan responden mengenai kemudahan yang diperoleh dalam  

    Pembuatan KTP sebelum dan setelah pemekaran  

 

 

Untuk mengetahui kemudahan dalam memperoleh pelayanan pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 16. Tabel Kemudahan yang Diperoleh dalam Pembuatan KTP Sebelum 
Pemekaran dengan Setelah Pemekaran 
 

Kemudahan dalam 
pembuatan KTP 

Sebelum Setelah Total 

Kurang memperoleh 
kemudahan 

1 
(0,7%) 

10 
(6,7%) 

11 
(7,4%) 

Ya mendapatkan 
kemudahan 

0 
(0%) 

138 
(92,6%) 

138 
(92,6%) 

Total 1 
(0,7%) 

148 
(99,3%) 

149 
(100%) 

Sumber: Olah data primer, April 2010 
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Kemudahan ketika mendapatkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk  

(KTP) artinya masyarakat mendapatkan kemudahan-kemudahan ketika meminta 

pelayanan pembuatan KTP.  Selain itu, tata cara atau prosedur ketika meminta 

pelayanan tidak rumit, tidak berbeli-belit, dan menyenangkan. Mayoritas 

responden mengatakan mendapatkan kemudahan yaitu sekitar 99,3% ketika 

meminta pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  Maka dapat disimpulkan kualitas pelayanan 

pembuatan KTP dilihat dari indikator kemudahan dapat dikategorikan baik.   

 

7. Tanggapan responden mengenai kenyamanan ketika berada di Kantor  

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

 

Standar kenyamanan dalam penelitian ini didasarkan ketika masyarakat berada di 

kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses pembutan KTP. 

Adapun tanggapan responden mengenai kenyamanan, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini:  

 
Tabel 17. Tabel Kenyamanan ketika Berada di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Sebelum Pemekaran dengan Setelah Pemekaran  

Sebelum  
Pemekaran 

Setelah Pemekaran 
Total 

Nyaman 

Nyaman 149 
(100%) 

149 
(100%) 

Total 
149 

(100%) 
149 

(100%) 

Sumber: Olah data primer, April 2010 

 

 

Sebanyak 149 responden atau 100% sebelum dan setelah pemekaran   mengatakan 

nyaman ketika berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan 

hasil wawancara sebagian besar responden mengatakan nyaman berada di kantor 

dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesawaran meskipun masih menyewa 
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rumah penduduk.  Maka dapat disimpulkan kualitas pelayanan indikator 

kenyamanan dikategorikan baik.  

 

8. Tanggapan Terhadap Kepuasan Pelayanan sebelum dan setelah  

    pemekaran 

 

 

Kepuasan akan berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengekspresikan rasa 

senang akan sesuatu dan sejauh mana keinginan yang diharapkan dalam 

pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).  Tanggapan mengenai 

kepuasan sebelum dan setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

  
Tabel 18. Tabel Kepuasan Pelayanan dalam Pembuatan KTP Sebelum Pemekaran 
dengan Setelah Pemekaran  

Sebelum  
Pemekaran 

Setelah Pemekaran 
Total 

Puas 

Kurang Puas 13 
(8,7%) 

13 
 (8,7%) 

Puas 136 
(91,3%) 

136 
 (91,3%) 

Total 
149 

(100%) 
149 

(100%) 

Sumber: Olah data primer, April 2010 
 
 

Sebanyak 136 orang atau sekitar 91,3% mengatakan puas sedangkan sisanya 

sebanyak 13 orang atau sekitar 8,7% mengatakan kurang puas mengenai 

pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).  Berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara sebagian besar responden mengatakan senang setelah KTPnya 

selesai dibuat. Berdasarkan pendapat, observasi, dan wawancara dengan 

responden, maka dapat disimpulkan kualitas pelayanan pembuatan KTP indikator 

kepuasan pelayanan dikategorikan baik yaitu sekitar 91,3% mengatakan puas.  

 

C. PENGUKURAN VARIABEL 
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Untuk mengukur kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran 

menggunakan 3 (tiga) alternatif jawaban sebagai pilihan, yaitu:  

1. Untuk setiap jawaban yang diharapkan diberi nilai 3 (tiga), dengan kategori 

kualitas pelayanan baik. 

2. Untuk setiap jawaban yang kurang diharapkan diberi nilai 2 (dua), dengan 

kategori kualitas pelayanan sedang. 

3. Untuk setiap jawaban yang tidak diharapkan diberi nilai 1 (satu), dengan 

kategori kualitas pelayanan buruk. 

Besar interval nilai jawaban yang diperoleh, penulis menggunakan rumus interval 

menurut Sutrisno Hadi (1986:45) yakni: 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

I  = Interval Nilai Skor  

Nt = Nilai Tertinggi 

Nr = Nilai Terendah 

K = Kategori Jawaban 

 

Berdasarkan data yang telah diolah, kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pesawaran sebelum pemekaran, diperoleh penggolongan nilainya sebagai berikut:  

1. Nilai tertinggi adalah 23 

2. Nilai terendah adalah 20 

Apabila dihitung dengan menggunakan rumus interval hasilnya adalah:  

K

NrNt
I


  
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I = Nt – Nr  

          K 

I= 23 – 20  

         3 

Jadi I = 3 

      3 

              = 1 

 

 

Dengan demikian pengkategorian kualitas pelayanan pembuatan KTP sebelum 

pemekaran terbagi dalam 3 (tiga) interval yaitu:  

1. Kualitas pelayanan publik dengan kategori baik, dengan nilai:  > 22 – 23 

2. Kualitas pelayanan publik dengan kategori sedang, dengan nilai:  >21 – 22 

3. Kualitas pelayanan publik dengan kategori buruk, dengan nilai:  20 - 21 

 

Berdasarkan data yang telah diolah, kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pesawaran setelah pemekaran, diperoleh penggolongan nilainya sebagai berikut:  

1. Nilai tertinggi adalah 22 

2. Nilai terendah adalah 19 

 

Apabila dihitung dengan menggunakan rumus interval hasilnya adalah:  

 

I = Nt – Nr  

          K 

I= 22 – 19  

         3 

 

Jadi I = 3 
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      3 

              = 1 

 

 

Dengan demikian pengkategorian kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) sebelum pemekaran terbagi dalam 3 (tiga) interval yaitu:  

1. Kualitas pelayanan publik dengan kategori baik, dengan nilai:  > 21 – 22 

2. Kualitas pelayanan publik dengan kategori sedang, dengan nilai:  > 20 – 21 

3. Kualitas pelayanan publik dengan kategori buruk, dengan nilai:  19 – 20  

 

Secara umum, kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

sebelum dan setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 19. Tabel Silang antara Kategori Kualitas Pelayanan Pembuatan KTP Sebelum 
Pemekaran dengan Setelah Pemekaran 

 

Kualitas Pelayanan Sebelum Setelah Total 

Buruk 15 
(10,1%) 

0 
(0%) 

15 
(7,4%) 

Sedang 82 
(55,0%) 

95 
(63,7%) 

98 
(65,8%) 

Baik 52 
(34,9%) 

54 
(36,2%) 

36 
(24,2%) 

Total 149 
(100%) 

149 
(100%) 

149 
(100%) 

Sumber: Olah data primer, April 2010 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum pemekaran adalah sebanyak 15 orang atau 

sekitar 10,1% mengatakan kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) adalah buruk.  Sisanya sebanyak 82 orang atau sekitar 55,0% mengatakan 

kualitas pelayanan adalah sedang. Kemudian sebanyak 52 orang atau sekitar 

34,9% mengatakan kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

adalah baik.  
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Setelah pemekaran, sebanyak tidak ada yang mengatakan kualitas pelayanan 

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) buruk. Kemudian 95 orang atau sekitar 

(63,7%) kualitas pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedang. Sisanya 

sebanyak 54 (36,2%) mengatakan kualitas pelayanan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) adalah baik. 

 

Sedarmayanti (2001:59) mengatakan kualitas adalah:  

”ukuran yang mengatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai 

persyaratan, spesifikasi, dan harapan”. 

 

Maka berdasarkan tabel pendapat, observasi, dan wawancara maka dapat 

disimpulkan kualitas pelayananan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum dan 

setelah di Dinas masuk dalam kategori sedang.  

   

 

Sedangkan keadaan sarana dan prasarana pelayanan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pesawaran masih ada beberapa kekurangan. Bapak Masykur Hasan pada tanggal 8 

Maret 2010 Pukul 11.00 WIB mengatakan:  

”sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesawaran masih jauh dari lengkap. Di dinas ini belum 

terkoneksi dengan internet”. Kantor dinas ini sampai dengan saat ini masih 

menyewa perumahan penduduk”.   

 

Lebih lanjut Ia mengatakan: 

 ”untuk membuat KTP di dinas ini saja, yaitu kewenangan untuk 

 menerbitkan KTP ada pada dinas ini”. 


